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ABSTRAK

Fitri Wahyuni Nengsih. 2014. “Efektivitas Pelaksanaan Lelang Jabatan di
Lingkungan Pemerintahan Kota Padang” Skripsi. Padang: Jurusan
Administrasi Publik, Fakultas llmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan lelang jabatan di
lingkungan pemerintahan kota padang yang masih terdapat kendala dalam
pelaksanaannya seperti anggaran, pemilihan Panitia Seleksi dan lain-lain. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kendala beserta solusi yang dihadapi
dalam pelaksanaan lelang jabatan dan efektivitas dari pelaksanaan lelang tersebut
yang dilihat dengan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No.13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah yang
dilakukan dalam 3 tahap, yaitu: (1) Tahap persiapan; (2) Tahap Pelaksanaan,
(3)Tahap Monitoring dan evaluasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data
diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pemilihan
informan dilakukan dengan teknik purpossive sampling. Dan untuk teknik analisis
data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan lelang jabatan di
Kota Padang belum efektif yang dilihat dari PERMENPAN-RB No.13 Tahun
2014 karena ada empat tes yang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut.
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang jabatan ini adalah sedikitnya
anggaran pelaksanaan lelang jabatan dan adanya peraturan baru dari pemerintah
pusat serta latar belakang keilmuwan Panitia Seleksi yang kurang relevan dengan
jabatan yang di lelang. Solusi yang dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan
penggunaan anggaran yang ada dan merubah atau mengganti metode seleksi
sesuai dengan kemampuan anggaran.

Kata kunci: Efektivitas, Lelang jabatan, Kendala dan Solusi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi  birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam
mewujudkan good governance. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan
penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah agar lebih efektif
dan efisien. Reformasi birokrasi menuntut pemerintah untuk
menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi,
berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral,
sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik
aparatur negara (PerPres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi, him. 16). Hal ini tentunya menjadi pandangan bagi
para ASN untuk bersikap dan bekerja secara profesional dan memiliki
kompetensi yang sesuai dengan jabatannya. Salah satu wujud dari
penerapan reformasi birokrasi ini adalah dengan dilaksanakannya
pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka atau lebih dikenal
dengan lelang jabatan.

Istilah lelang jabatan bukanlah bahasa hukum. Istilah lelang
jabatan semakin populer di kalangan masyarakat, terutama sejak Gubernur
DKI Jakarta yang masih dijabat oleh Joko Widodo mewacanakan lelang
jabatan camat dan lurah di wilayahnya (Samiaji,2014). Berdasarkan
keterangan Tim Independen Reformasi Birokrasi istilah lelang jabatan

yang sudah terlanjur banyak digunakan, sebenarnya salah kaprah, karena



pengertian sebenarnya adalah promosi terbuka (open promotion) yang
sudah banyak dilakukan oleh sejumlah instansi pemerintah, BUMN
maupun swasta (Www.menpan.go.id).

Lelang jabatan berdasarkan PERMENPAN-RB No. 13 tahun 2014
disebut dengan tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka
di lingkungan instansi pemerintah. Lelang jabatan merupakan sebuah cara
atau mekanisme yang digunakan dalam melakukan pengangkatan dan
penempatan ASN dalam jabatan struktural atau jabatan yang lebih tinggi
melalui seleksi yang sifatnya terbuka.

Lelang jabatan secara terbuka merupakan salah satu pengungkit
keberhasilan reformasi birokrasi, yang bisa mencegah terjadinya politisasi
birokrasi, atau sikap pemimpin yang memilih pejabat atas dasar suka atau
tidak suka. Melalui promosi terbuka, akan tercipta sistem merit dalam
karir PNS. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan
wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit,
agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi
kecacatan (UU No. 5 Tahun 2014 tangtang ASN).

Lelang jabatan merupakan salah satu pembaharuan mekanisme
rekruitmen aparatur birokrasi yang transparan, bisa dipertanggung
jawabkan, partisipatif dan adil untuk mencari orang yang tepat pada posisi
yang tepat. Esensi dari penyelenggaraan lelang jabatan tersebut adalah

untuk  menghasilkan pejabat-pejabat yang memiliki  kapabilitas,



kompetensi dan integritas yang memadai untuk ditempatkan pada suatu
posisi/jabatan yang tepat sehingga dapat menjalankan tugas dengan lebih
efektif, berkualitas dan efisien yang nantinya dapat menghasilkan
pelayanan publik yang berkualitas.

Keluarnya PERMENPAN-RB No. 13 tahun 2014 mengisyaratkan
kepada setiap pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan
lelang jabatan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Salah satunya
Pemerintahan Kota Padang, Pemerintah Kota Padang telah melakukan
lelang jabatan pada tahun 2015 yaitu untuk jabatan Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas
Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan
Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA), dan Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) dan Dinas Pasar Kota Padang. Pada tahun 2016 lelang jabatan
dilakukan untuk memilih Sekretaris Daerah Kota Padang, Dinas
Kesehatan Kota Padang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang,
dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Pada tahun 2017
pemerintah Kota Padang juga telah melakukan lelang jabatan untuk Dinas
Pendidkan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pertanian Kota Padang
dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Padang. (www.bkd.padang.go.id, diakses 8 Maret 2017)

Pada tahun 2015 Kota Padang sudah melaksanakan lelang jabatan
yang berdasarkan pandangan penulis memiliki beberapa kejanggalan

yaitu: mutasi atau pergantian pejabat yang dilakukan Pemerintah Kota


http://www.bkd.padang.go.id/

Padang tahun 2015 dinilai aneh oleh Anggota Komisi | DPRD Faisal
Nasir, dikarenakan baru seminggu Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, dan Energi (Disperindagtamben) Zabendri dilantik, lalu
dikembalikan lagi ke posisi semula yakni Staff Ahli Hukum Politik.
Selanjutnya Faisal Nasir menilai, disatu sisi kebijakan mutasi di tubuh
Pemko Padang bagus jika alasannya untuk meningkatkan kualitas kerja
SKPD, namun di sisi lain tentu perlu mendudukkan seseorang harus
memiliki kriteria dan kemampuan yang jelas. (Singgalang, 26 Mei 2015)

Pelaksanaan lelang jabatan di Kota Padang ditemui adanya unsur
intervensi dari pemerintah Kota Padang seperti pelaksanaan lelang jabatan
untuk Sekretaris Daerah dimana salah satu syaratnya harus memiliki izin
dari Walikota Padang untuk ASN yang berada di lingkungan pemerintahan
Kota Padang. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi | DPRD
Kota Padang Wismar Panjahitan jangan sampai ada perlakuan
diskriminatif kepada pejabat atau ASN Pemerintah Kota Padang yang
ingin ikut pada lelang terbuka jabatan sekdako tersebut. Kalau harus ada
izin Walikota, berarti ada diskriminasi, pada lelang terbuka ini, Pemerintah
Kota tidak terbuka pada pejabat atau ASN Pemerintah Kota sendiri.
(Kabar Nagari, 21 September 2016).

Lelang jabatan seharusnya memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya bagi ASN yang memenuhi syarat untuk dapat mengikuti lelang
jabatan tersebut tapi dengan adanya syarat ini akan membuat ASN berpikir

dua kali untuk ikut lelang jabatan ini. Berdasarkan PERMENPAN-RB No.



13 tahun 2014 tidak ada persyaratan yang mengharuskan mendapatkan
izin dari Pimpinan untuk ikut berpartisipasi dalam lelang jabatan tersebut.
Justru pada PERMENPAN-RB ditegaskan melindungi Pegawai ASN dari
pengaruh-pengaruh politis yang tidak pantas/tepat dan memberikan
perlindungan kepada Pegawai ASN dari hukum yang tidak adil dan tidak
terbuka (Kabar Nagari, 21 September 2016).

Selanjutnya Panitia Seleksi yang dipilih olen Walikota dan
Sekretaris Daerah Kota Padang kebanyakan tidak memiliki latar belakang
keilmuwan yang kurang relevan dengan jabatan yang dilelang, sehingga
pada saat wawancara dan penyampaian pokok-pokok pikiran, apa yang
disampaikan pelamar kepada Panitia Seleksi mereka kurang memahami
maksud yang disampaikan oleh pelamar karena Panitia Seleksi tidak
memiliki keilmuwan di bidang tersebut. (Wawancara dengan Ir. Syahrial
dan Azwin, SH, MH selaku PNS yang mengikuti lelang jabatan)

Lelang jabatan yang diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang
berkompeten namun dalam kenyataannya masih saja ditemui bahwa
kepala dinas yang terpilih dalam lelang jabatan tidak melaksanakan
tugasnya dengan baik seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
Fatriarman Noer. Fatriarman Noer sering tidak berada dikantor sehingga
sulit untuk berurusan dan Fatriarman Noer juga dianggap gagal dalam
mengelola keuangan dan menyebabkan dana APBD tidak terkelola sesuai

dengan perencanaan. (Sumbartoday.com, 02 November 2016).



Untuk menjamin tercapainya tujuan lelang jabatan maka tahap-
tahap dalam proses lelang jabatan telah diatur dengan PERMENPAN-RB
No. 13 tahun 2014 dimana tahap-tahap tersebut dibagi dalam tiga tahap
yaitu: (1) Tahap Persiapan: pembentukan panitia seleksi yang dibentuk
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berkoordinasi dengan Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN), apabila KASN belum terbentuk Pejabat
Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Mentri Dalam Negri dan
Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (2)
Tahap Pelaksanaan: (a) pengumuman lowongan jabatan yang diumumkan
dalam bentuk surat edaran, media cetak dan elektronik dan didalamnya
memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar, (b) Seleksi
administrasi, (c) Seleksi kompetensi yaitu penilaian kompetensi manajerial
dan penilaian kompetensi bidang, (d) Wawancara akhir, (e) Penulusuran
(Rekam Jejak), (f) Hasil seleksi, panitia seleksi mengusulkan tiga nama
sesuai urutan nilai tertinggi dan disampaikan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian, (g) Tes Kesehatan dan psikologi, (h) Pembiayaan, dan (3)
Tahap Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan lelang jabatan di Kota Padang dilakukan
dengan beberapa tahapan, yakni dimulai dari pengumuman, pengumuman
dilakukan lewat pemberitahuan kepada seluruh SKPD, Badan,
pengumuman di tempel di papan pengumuman BKPSDM Kota Padang,

melalui website BKD (www.bkd.padang.go.id) dan media massa seperti

koran. Dilanjutkan dengan seleksi administrasi, seleksi kompetensi terbagi


http://www.bkd.padang.go.id/

tiga yaitu: (1) tes potensial akademik (CAT) (2) tes wawancara, (3)tes
kompetensi manajerial (FGD) yang sebelum itu didahului dengan
pembuatan pokok-pokok pikiran dengan tulis tangan dan terakhir
pengumuman hasil lewat website bkd kota padang maupun pengumuman
yang ditempel papan pengumuman di kantor BKPSDM Kota Padang,
sedangkan untuk penelusuran (rekam jejak), tes kesehatan dan psikologi
tidak dilakukan dikarenakan tes psikologi tidak selalu menjamin
kepribadian seseorang sesuai dengan jabatan yang akan dilamarnya
(Wawancara dengan lbu Sri Budia Satriati selaku Kepala Bidang
Pengembangan Aparatur BKPSDM).

Proses lelang jabatan menjadi hal yang sangat diperhatikan untuk
menjamin tercapainya tujuan lelang jabatan tersebut, beberapa penelitian
terdahulu diantaranya penelitian Rafi Yahya dan Dyah Mutiarin (2015)
yang berjudul “Model Lelang Jabatan Di Pemerintahan Daerah Istimewa
Yogyakarta”, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lelang
jabatan di Pemerintahan DIY dilakukan dengan tata cara pengisian jabatan
struktural tersendiri. Untuk mendapatkan pejabat yang berkompeten
Pemerintah DIY menggunakan prinsip merit system, netralitas birokrasi
dan transparansi. Lelang jabatan yang dilakukan Pemerintah DI'Y memiliki
tujuan yang sama dengan UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, namun ada perbedaan makna keterbukaan antara Pemerintah DI'Y
dengan UU ASN No.5 tahun 2014. Dalam UU ASN keterbukaan atau

kebebasan bagi semua ASN yang memenuhi syarat untuk melamar dalam



lelang jabatan sedangkan keterbukaan menurut Pemerintah DIY vyaitu
dengan memilih kandidat-kandidat yang berkompeten dan dianggap pantas
untuk mengemban suatu jabatan. Selanjutnya penelitian Desi Amaliah
Hasibuan (2017) yang berjudul “Analisis Lelang Jabatan Kepala Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Kota Padang Tahun 2016” menyatakan lelang
jabatan Kepala Dinas dilakukan berdasarkan model job tender yang ada
satu tahapan tidak dilakukan di Kota Padang dan ditemukana adanya unsur
kepentingan politik oleh Kepala Daerah dalam Lelang Jabatan Kepala
Dinas tersebut.

Adapun kesamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang
peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang lelang jabatan dan
perbedaannya yaitu pada lokasi dan tempat penelitian, sedangkan
perbedaan penelitian dengan Desi Amaliah Hasibuan yaitu teori yang
digunakan dimana Desi Amaliah Hasibuan menggunakan model job tender
dan toeri principal agent dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan
teori efektivitas dan melihat berdasarkan PERMENPAN-RB No. 13 tahun
2014.

Selanjutnya agar pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan
dengan benar Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi mengeluarkan PERMENPAN-RB No. 13 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di
Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan adanya peraturan ini Walikota

tidak dapat sewenang-wenang mengangkat pejabat berdasarkan kedekatan



atau ikatan emosional lainnya. Namun dalam pelaksanaannya hal seperti

ini sulit untuk dihindarkan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas,

maka  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Efektivitas Pelaksanaan Lelang Jabatan Di Lingkungan

Pemerintahan Kota Padang”.

. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat di identifikasikan

masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya intervensi dari Pemerintah Kota Padang dalam
pelaksanaan lelang jabatan untuk Sekretaris Daerah Kota Padang, yang
mengharuskan ASN Kota Padang yang ingin mendaftar lelang jabatan
Sekretaris Daerah harus mendapat persetujuan dari Walikota Padang.

2. Sebagian kepala dinas yang terpilih dalam lelang jabatan tidak
melaksanakan tugasnya dengan baik.

3. Panitia Seleksi yang dipilih tidak memiliki latar belakang keilmuwan
yang sesuai dengan jabatan yang dilelang.

. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan supaya pembahasan
dalam penelitian ini tidak terlalu mengambang dan menyimpang dari apa
yang dimaksud oleh judul diatas, maka peneliti perlu membatasi masalah
yang akan diteliti yaitu mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Lelang Jabatan

di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang”.
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. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka peneliti merumuskan

masalah sebagai berikut:

1.

Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang jabatan
di lingkungan Pemerintahan Kota Padang?

Bagaimana efektivitas pelaksanaan lelang jabatan di lingkungan
Pemerintahan Kota Padang?

Bagaimana solusi untuk meminimalisasi kendala-kendala dalam

pelaksanaan lelang jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota Padang?

. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:
Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam
pelaksanaan lelang jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota Padang.
Untuk menganalisis seberapa efektif pelaksanaan lelang jabatan
dilingkungan Pemerintahan Kota Padang.
Untuk menganilisis solusi yang digunakan untuk meminimalisir
kendala- kendala yang ada dalam pelaksanaan lelang jabatan di

lingkungan Pemerintahan Kota Padang.

. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan

memperkaya khasanah bagi perkembangan IImu Administrasi Negara,
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khususnya pada bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor
Publik dan Administrasi Kepegawaian.
2. Manfaat Praktis
a) Bagi instansi diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi
bahan masukan maupun evaluasi bagi pelaksanaan lelang
jabatan di Pemerintahan Kota Padang.
b) Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan

lelang jabatan di Kota Padang.



